BAB II
LANDASAN TEORI

A. Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan (welvaartsstaat, Welfare
State) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya
Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi
sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa
suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis
yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum
liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam
itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana
negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga
malam” (nachtwakerstaat).!

Welfare State sendiri merupakan respon terhadap konsep
“negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter
dasarnya adalah kebebasan (liberalism), yang berkembang pada
abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena
dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam
buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul The Wealth of
Nations: An Inquiry into the Nature and Causes. Dalam sistem
liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering
dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni
sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak
memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan
atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara.
Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan

pendekatan laissez faire dalam menciptakan kesejahteraan.

1 Aminuddin Imar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN,
(Jakarta, Kencana, 2012,) h. 14.
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Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.?

Adapun  negara/pemerintah hanya mempunyai
fungsi/peran perlindungan warga negara dari penyerangan,
pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan
keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara
yang dibentuk dalam sistem [iberalisme juga hanya institusi
yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer,
kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.’

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya
kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada
berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur
tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada
masyarakat. Kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid)
yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara
dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang
dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban
semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan
kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur
perekonomian masyarakat.

Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak

lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan

2 Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare

State)” http:/ /triwidodowutomo.blogspot.com /2013 /07 / memahami-konsep-
negara-kesejahteraan. html, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 23.32 wib

3 Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare

State)” http:/ /triwidodowutomo.blogspot.com /2013 /07 / memahami-konsep-
negara-kesejahteraan.html, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 23.32

wib

4 Aminuddin llmar, Hak Menguasai Negara ....,h.15


http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html
http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html
http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html
http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html
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yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis
sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi
kepentingan umum adalah kepentingan dari “gedemocratiseerde
nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledin gen deel
uitmaakt” berubahnya pandangan tentang konsep negara
liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe
negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep
welfare state (welvaarstaat), yang pada akhir abad ke - 19 dan
memasuki paruh awal abad ke - 20 berkembang pesat di eropa
barat.?

Negara Kesejahteraan atau welfare state disebut juga
“negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak
pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai
keadilan sosial (social gerechtigheid) bagi seluruh rakyat.
Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan
peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian
konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut
dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara
kesejahteraan (welfare state) atau negara memberi pelayanan
kepada masyarakat (social service state) atau negara melakukan
tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan
merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam
memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang
mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub

dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar

5 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara ....,h.15
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang
menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan

£“

Negara yaitu “..melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan
keadilan sosial.”

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban
pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi
warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan
bentuk konkret dari perubahan prinsip staatsonthouding, yang
membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi
staatsbemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah
aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai
langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping
menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde).°

Dalam negara hukum modern yang menganut paham
welfare state/negara kesejahteraan, tugas alat administrasi
negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek
kehidupan masyarakat.

Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan
negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga
malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan
pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat
luas,yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang
seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang

kemasyarakatan dalam suatu welfare state. Sehingga ketika itu,

¢ S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara 1, (Yogyakarta : Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2012), h. 14-15.
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para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi
liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti
dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (central
geleide economie), Staatssonthouding telah digantikan oleh
Staatsbemoeenis, = pemisahan  antara  negara  dengan
masyarakatnya telah ditinggalkan.”

Ideologi negara kesejahteraan (welfare state) menjadi
landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurs functie)
oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir
atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat
terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya
eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti
banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara
kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi
para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia,
khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara
Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.®

Dilatar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri
negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar
Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan
model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak
dicapainya; yaitu:

1) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial
ekonomi untuk kepentingan publik
2) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata

3) Mengurangi kemiskinan

7 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ichtiar baru,
1985), h. 3-4.

8 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta :
Universitas Atma Jaya, 2008), h. 1.
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4) Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan)
bagi masyarakat miskin
5) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi
disadvantage people ,

6) Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.’

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan
tersebut dirumuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk
menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam
menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain
fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi
kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil
langkah-langkah strategis dalam wupaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan
pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-
bagian dari tujuan akhir dari welfare state yaitu sebesar-besar
kemakmuran rakyat.10

Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada
bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek
kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan
harkat dan martabat manusia. dengan demikian, dalam suatu
negara yang menganut paham welfare state biasanya
mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-
pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah
satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
adalah mewujudkankan “keadilan sosial” sebagaimana
ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian

dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD

9 Marilang, Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Jurnal Konstitusi,
Volume 9, Nomor 2,( Juni 2012), h. 267.
10 Marilang, Ideologi Welfare ..., h. 267.



25

1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau
pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu
komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan
seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan
kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan
kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah
untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang
tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi
lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.11

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut
menurut konsep negara berideologi welfare state, diperlukan
keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk
regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya melalui
sektor pertambangan yang menguasai hajat hidup orang
banyak sebagaimana telah dirumuskan secara eksplisit dalam
Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kesemuanya itu
demi  mewujudkan  kewajiban = pemerintah  untuk

mengupayakan kesejahteraan umum atau bestuurszorg.12

Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

11 Marilang, Ideologi Welfare ... , h. 267.
12 Marilang, Ideologi Welfare ... , h. 268.
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diberikan oleh hukum.’® Sedangkan menurut Kansil
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang
harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.l4
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum
adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan
pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan
perangkat-perangkat hukum.1

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang
universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan
hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif yakni:
Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif
diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif
sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan
pada  kebebasan  bertindak karena dengan adanya
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong
untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk
perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan
perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu
pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam
melakukan kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk

menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya

13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

2000), h.54.

14 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2000) h.102.

15 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,

(Yogyakarta : Gajah Mada University Press,2011), h.10.
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pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir
yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang
telah dilakukan.*

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics,
bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara
memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan
bersifat hukuman (sanction).1”

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau
jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti
pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga
penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.
Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut
Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum
memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah
satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum
adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum
dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak
bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya
mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum
dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku
usaha turutama pihak penanam modal, direktur, komisaris,
pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak

penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti

16 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan
korban kejahatan : antara norma dan realita,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007), h.
20

17 Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of
Financial Economics”, No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9
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notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek
hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.!8
Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan
aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman
Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri
adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan
hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan
berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang

ekonomi khususnya penanaman modal.

Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian Siyasah Dusturiyiuah,
sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan
Figh Siyasah. Kata Figh menurut cabang ilmu berarti tahu,
paham dan mengerti. Secara bahasa Figh adalah pemahaman
yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan
perbuatan manusia.!?

Sebelum membahas pengertian Siyasah Dusturiyiuah,
sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan
Figh Siyasah. Kata Figh menurut cabang ilmu berarti tahu,
paham dan mengerti. Secara bahasa Figh adalah pemahaman
yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan
perbuatan manusia.?’

Secara terminologis (istilah), Figh menurut ulama-ulama

syara’ merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang

18 Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum

Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta : PT.
Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 5-8.

19 Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, (Jakarta :

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23.

20 Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran...h. 21-23.
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sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh
dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum
khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan
Sunnah.

Jadi Figh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai
hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan
Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran
dan ijtihad.?!

Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur,
mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini
mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur dan
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis
untuk mencapai sesuatu.??

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Figh Siyasah merupakan
salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan
dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sumber yang digunakan dalam figh siyasah sama
dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas figh
lain, dalam figh siyasah juga menggunakan ilmu ushul figh dan
gowaid figh. Penggunaan metode ini dalam figh siyasah serasa
lebih penting dibandingkan dengan figh-figh yang disebutkan.
Karena masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh

syariat al-Qur’an dan Hadits.?3

2 Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-
Rambu Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27

2 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

2 Suyuti Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran..., h. 30.
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Sumber hukum yang digunakan dalam figh siyasah
secara umum yaitu:

a. al-Qur’an

o

. Sunnah

al-Qiyas
. al-maslahah al-mursalah

Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari’ah

al-Adah
. al-Istihsan
. Istishab

Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang

a o

=g O

membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal
ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-
Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara
perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura
yang merupakann pilar penting dalam perundang-undangan
tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum
dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah
dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib
dilindungi.?

Dalam figh dusturi, konstitusi disebut juga dengan
“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya
adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang
politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya,
kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan

(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami

177.

2 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., h.



31

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang
pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut
istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar
dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat
dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)
maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah
Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-
kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris,
atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.
Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain
serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam
masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan
dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.?

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan
Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi
manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan
kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.?¢

% Suyuti Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.47

178.

26 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., h.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka kajian dalam
penelitian ini berkaitan dengan siyasah dusturiyah, yang mana
siyasah dusturiyah merupakan suatu kebijakan yang dipilih
atau diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam
mengatur warga negaranya, dalam hal ini berkenaan dengan
sistem perlindungan data pribadi. Sehingga cukup jelas bahwa
permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini mengenai
Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan
Perlindungan Data Pribadi perspektif siyasah dusturiyah.?”

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang
sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut,
dan persoalan Figh Siayasah Dusturiyah umumnya tidak lepas
dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat
al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat
ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak
akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena
dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam
mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat
berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di
dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
Figh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi kepada.?

a. Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,
persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
b. Siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah

peradilan.

191.

27 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., h.

28 Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar

Baru van Hoeve, 1980), h. 6.



33

c. Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
administratif dan kepegawaian.?’

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama
dengan constitution dalam Bahasa Inggris, atau Undang-
undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar”
dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata
dustur. Sedangkan penggunaan istilah figh dusturi, merupakan
untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah
pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah
tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan
di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam
suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan
aturan- aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan dustur tersebut.30

Sumber figh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim
yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip
kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat
ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang
berhubungan  dengan imamah, dan  kebijaksanaan-
kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum

di negeri Arab.3!

2 Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi..., h. 6.
30 Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi..., h. 7
31 Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi..., h. 7



